BAB V

PENUTUP

Kesimpalan

Bertolak dari perumusan masalah dari uraian analisis hasil penelitian yang

dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam tesisi ini dapat ditarik

kesimpulan, sebagai berikut ;

1.

¥

Kejahatan di Bidang Kehutanan adalah kegiatan penebangan kayu maupun
pengangkutan kayu secara tidak sah tanpa izin dari pejabat yang berwenang
yang dapat berpotensi merusak hutan. Oleh karena itu Kebijakan Formuias:
Tindak Pidana /leggal logging merupakan kebijakan/cara negara/pemerintah
untuk menanggulangi kejahatan di Bidang Kehutanan dan diatur oleh
Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan. Kejahatan dibidang kehutanan, apa yang disebut tindak
pidana Kehutanan pada Pasal 112 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013, tidak
dirumuskan secara tegas sehingga menimbulkan multi tafsir dibeberapa
kalangan. Dan unsur-unsur tindak pidana seperti diuraikan dalam Pasal 112
Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 hanya untuk diterapkan kepada pelaku,
terutama masyarakat yang melakukan pencurian kayu tanpa izin atau
masyarakat yang diupah oleh pemodal untuk melakukan penebangan kayu
secara ilegal dan kepada pelaku pengusaha yang melakukan pelanggaran
konsesi penebangan kayu ataupun yang tanpa izin melakukan operasi
penebangan kayu.

Pemberantasan illegal logging banyak menemui kendala karena kejahatan
tersebut melibatkan banyak unsur, yaitu para cukong sebagai pemodal yang
membiayai kegiatan penebangan liar dan yang memperoleh keuntungan

besar dari hasil penebangan liar. Para aktor intelektual di balik praktek
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lilegal logging di Indonesia merupakan penjahat berkerah putih yang
sepertinya tidak pernah terjerat oleh hukum. Mereka terdiri dari para
pengusaha kavu (cukong kayn) dibantu oleh oknim aparat yang melakukan
segala upaya untuk mengeksploitasi seluruh sumber daya hutan yang ada di

Indonesia.

Bertolak dari termuan penelitian tentang kebijakan formulasi tindak pidana

logging berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka perlu disempurnakan dan

dilakukan tentang hal-hal sebagai berikut:

1,

\*~

Definisi illegal logging seyogyanya dirumuskan secara tegas dalam undang-
undang, terhadap subyek hukum tindak pidana illegal logging sebaiknya
perlu juga dirumuskan terhadap pejabat atau pegawai negeri yang
mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi
meningkatkan intensitas kejahatan illegal logging, terhadap sanksi pidana
sebaiknya dirumuskan secara alternatif yang dilengkapi dengan aturan
khusus yang ditujukan kepada korporasi mengenai pidana pengganti denda
vang tidak dibayar.

Terhadap pengenaan sanksi pidana disamping dijatuhkan hukuman secara
kumulatif, mengingat dampak/akibat dari tindak pidana illegal logging ini
merugikan keuangan negara, ekonomi dan sosial maka hendaknya pemberian
hukuman tidak hanya sebuah hukuman/sanksi pidana kepada pelaku dengan
sanksi yang seberat-beratnya melainkan juga harus diperhatikan kerugian
negara dengan memberikan sanksi “tindakan tata tertib.“ Dan untuk
memenuhi perasaan keadilan hendaknya perumusan sanksi pidana illegal

logging yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparat pemerintah terutama
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kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalan: bidang kehttanan yang
berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan i/iczal logging diatur dan
dirumuskan secara khusus vang tentu saja pervimusan sanksi picananya tidak

sama dengan sanksi pidana yang dilakukan terihiadap orang/pribadi.
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